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GAMBARAN UMUM
1.1 Sgarah berdirinya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan

Singingi.

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu Kabupaten Baru di Provinsi
Riau dari hasil pemekaran Kabupaten Induk yaitu Kabupaten Indragiri Hulu sesuai
dengan Undang-undang No. 53 Tahun 1993.

Dengan demikian dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dengan
kewenangan daerah yang lebih mngutamakan pelaksanaan atas desentralisas,
dipandang perlu menata organisasi perangkat daerah Kabupaten Kuantan Singingi
dengan membentuk organisas dan tata kerja Dinas Pendapatan yang dituangkan
dalam pada Kabupaten Kuantan nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan
organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan.

2.2 Visi dan Mis
1. Visi
“ Terwujudnya optimalisasi pendapaatan daerah melalui aparat yang
ramah, Profesional dan Inovatif “.
1. Optimalisas : Upaya yang terbaik atau menguntungkan dalam
melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi.
2. Ramah : Sikap dan perilaku yang baik dalam menyenangkan yang

ditunjukan oleh aparatur dinas pendapatan, baik budi bahasa, tutur



kata maupun sikap dalam berkomunikasi dan pelayanan kepada
wajib pajak dan retribusi.
3. Profesional : Aparatur yang memiliki kemampuan dan keahlian
(skill) dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya yang didukung
oleh ilmu pengetahuan dan teknol ogi.
4. Inovatif : Aparatur yang mampu melakukan pembaharuan (kreas
baru) dalam peningkatan penerimaan daerah.
2. Mis
1. Meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan
ekstensifikasi
2. Meningkatkan ketaatan wajib pajak dan retribusi
3. Meningkatkan Pelaksanaan sistem dan prosedur pendapatan Daerah
4. Meningkatkan Produktifitas K erja Pegawai
2.3. Tujuan dan Sasaran
Dalam rangka mencapai vis dan mis yang telah ditetapkan, maka dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi merumuskan visi dan misi tersebut
kedalam bentuk Operasional yang terarah berupa tujuan dan sasaran yakni :
1. Tujuan
1.Meningkatkan kegiatan Intensifikasi Pendapatan Daerah
2. Meningkatkan kegiatan Eksensifikasi Pendapatan Daerah
3. Meningkatkan layanan prima kepada wajib pajak

4. Meningkatkan Sosialisasi Produk-produk hukum pajak dan Retribusi
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2. Sasaran

1

Terlaksananya tingkat pencapaian target Pendapatan Daerah minimal
10 % dari tahun sebelumnya

Terlaksananya penggalian sumber-sumber Pendapatan Daerah yang
baru ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Terlaksananya Pelayanan dan Penyampaian SKPD, SKRD dan
administrasi tepat waktu.

Terlaksananya penyelesaian administrasi pajak dan retribusi daerah
yang cepat dan tertib

Terlaksananya penagihan pajak dan retribusi daerah dengan baik dan
akuntabel .

Terlaksananya pencapaian realisasi Pendapatan Daerah

Terpenuhinya kebutuhan fasilitas kerja yang memadal

Terlaksananya hubungan kerja yang nyaman dan harmonis
Terlaksananya kegiatan sosialisasi produk hukum tentang pajak dan

retribus daerah

10.Terwujudnya kesadaran wajib pajak/retribusi Daerah dalam memenunhi

kewajibannya

11.Terlaksananya sistem prosedur administrasi Pendapatan Daerah oleh

unit kerja Pengel olaan Pajak/Retribusi Daerah.

12.Terlaksananya pendidikan pelatihan teknis bagi pegawai.
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24 Dasar Hukum Pembentukan dan kewenangan Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Kuantan Singingi
1. Dasar Hukum Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi
Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2008
tentang organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
(Lembaran Daerah Tahu 2008 Nomor 4) dijabarkan lagi dengan Peraturan
Bupati Kuantan Singingi Nomor 32 Tahun 2009 tentang penjabaran Tugas
Pokok dan fungsi Dinas Pendapatan K abupaten Kuantan Singingi.
2. Kewenangan Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi
Kewenangan Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi sesuai
pasal 96 ayat a dengan ayat p Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah
Kabupaten Kuantan Singingi ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 ).
Maka kewenangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
terdiri dari 16 ( enam belas) kewenangan yakni :
1. Perencanaan dan Pengendalian.
2. Pelatihan bidang Pendapatan
3. Alokas sumber daya manusia potensial bidang Pendapatan.
4. Penelitian yang mencakup wilayah Kabupaten bidang Pendapatan
5. Penyusunan kebijaksanaan teknis serta program kerja

6. Penyelenggaraan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Pelaksanaan kegiatan dan keserasian yang behubungan dengan
peningkatan pendapatan daerah

Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan

Penyusunan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang
pendapatan daerah

Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minima dalam
bidang pendapatan yang wajib dilaksanakan

Penyusunan rencana bidang pendapatan

Penyelenggaraan kwalifikas usahajasa

Penyel enggaraan sistem bidang pendapatan daerah

Penyel enggaraan dan pengawasan pendidikan pelatihan

Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan sebuah peraturan perundang-
undangan bidang pendapatan daerah.

Penetapan dan pemungutan pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

2.5 Struktur Organisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh instansi, maka perlu adanya

perencanaan dan perumusan struktur organisasi.Hal ini dimaksud karena struktur

organisasi

merupakan alat dan kerangka dasar yang membantu organisasi dalam

macapai tujuan. Agar semua itu dapat tercapai maka orang-orang yang bekerja sama

harus diatur sedemikian rupa sehingga masing-masing mengerti atas tugs dan
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tanggung jawabnya serta kepada sigpa ia bertanggung jawab akan tugas yang telah
dilakukan. Oleh kareana itu suatu bagan yang memberikan gambaran secara
sistematik tentang hubungan kerja setigp individu organisas dalam struktur

organisasi.
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MBAR 1.1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DISPENDA KAB. KUANSING

PEJABAT
FUNGSIONAL

KEPALA DINAS

SEKRETARIS \

KASUBAG
PROGRAM

KASUBBAG
KEUANGAN

KASUBBAG
UMUM

KABID
PENDATAAN &
PENETAPAN

KASI
DOKUMENTAS
DAN
KEBERATAN

KASI
PERHITUNGAN
& PENETAPAN

KASI
PENDATAAN &
PENDAFTARAN

STAF

‘ UPTD

PENERIMAAN

PAJAK DAERAH

KABID PENAGIHAN

KASI
PENAGIHAN

LAIN-LAIN

KASI
PENAGIHAN
RETRIBUSI
DAERAH

KASI
PENAGIHAN

STAF
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KABID PEMBUKUAN DAN

PERIMBANGAN
KEUANGAN

KASI EVALUAS
PELAPORAN &
PENERIMAAN LAIN
LAIN

KASI PERIMBANGAN
BHP DAN BHBP

KASI PEMBUKUAN
PAJAK & RETRIBUSI
DAERAH

STAF

Sumber: Kabid Pendapatan Dispenda Kab. Kuantan Singingi



2.6 Uraian Tugas ( Job Description )

1. Uraian Tugas
1. KepalaDinas
1. Kepala Dinas mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan,
melaksanakan perumusan kebijakan teknis, membina, mengawasi dan
mengendalikan serta mengevaluas urusan pemerintah  bidang
pendapatan.
2. Sekretaris
1. Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
melaksanakan pengelolaan data, pengkoordinasian, pembinaan,
pengawasan, dan pengendalian serta evaluasi penyusunan program dan
anggaran, ketatausahaan, pembinaan kepegawaian, rumah tangga dan
perlengkapan, Kehumasan serta keuangan.
3.Bidang Pendataan dan Penetapan
1. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas membantu
kepala dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluas
dan pelaporan bidang pendapatan dan pendaftaran, perhitungan dan
penetapan dokumentasi dan keberatan, pajak daerah dan retribus

daerah.
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4. Bidang Penagihan
1. Kepala bidang penagihan mempunya tugas membantu kepala dinas
dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanakan kebijakan teknis,
pengkoordinasian, pembinaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan
bidang penagihan retribusi daerah, penagihan pajak daerah, penagihan
penerimaan lain-lain.
5. Bidang Pembukuaan dan Perimbangan Keuangan.
1 K epala bidang pembukuan dan perimbangan keuangan mempunyai
tugas membantu K epala Dinas dalam mel aksanakan perumusan dan pel aksanaan
kebijakan teknis pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluas dan pelaporan
bidang pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah, perimbangan bagi hasil pgjak

dan bagi hasil bukan pajak, evaluasi pelaporan dan penerimaan lain-lain.
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